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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 160 TAHUN 2004

TENTANG

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN
DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi kedinasan di Departemen Dalam Negeri, perlu kurikulum pendidikan tinggi disesuaikan dengan perubahan paradigma pemerintahan;

b.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Kedinasan Di Departemen Dalam Negeri;

Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi;

5. Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967 tentang Pendirian Institut Ilmu Pemerintahan;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1973 tentang Statuta Institut Ilmu Pemerintahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1996 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Pasal 1

(1)
Pendidikan Kedinasan di Departemen Dalam Negeri dilaksanakan dalam program studi.

(2)
Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Politik Pemerintahan;

b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. Keuangan Daerah;

d. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

e. Managemen Sumber Daya Aparatur.

(3)
Mata kuliah program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kurikulum Pendidikan Tinggi Kedinasan di Departemen Dalam Negeri dilaksanakan secara terpadu melalui aspek:

a. Pengajaran dengan bobot 40%;

b. Pelatihan dengan bobot 35%;

c. Pengasuhan dengan bobot 25%.

(2)
Kurikulum Pendidikan Tinggi Kedinasan sebagaimana dimakud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester dengn jumlaih 144 Satual Kredit Semester (SKS).

(3)
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 11 Keputusan ini.

(4)
Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi angkatan XV tahun ajaran 2003/2004 dan seterusnya.

Pasal 3

Praja Angkatan XIV dan sebelumnya menggunakan kurikulum sesuai uengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kurikulum Pengajaran, Pelatihan dan Pengasuhan Sekolah Tinggi Dalam Negeri.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR
: 160 TAHUN 2004

TANGGAL
: 25 JUNI 2004
MATA KULIAH PROGRAM STUDI NDIDIKAN f(EDINASAN
DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

I.
POLITIK PEMERINTAHAN

1. Pelayanan Dasar, Pelayanan Wajib Dan Lokalitas/Pelayanan Pemerintahan.

2. Pembagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan/Kebijakan.

3. Otonomi Daerah.

4. Politik Hukum.

5. Hubungan DPRD dan Eksekutif Daerah.

6. Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian.

7. Sosiologi Politik Dan Pemerintahan.

8. Manajemen Konflik.

9. Studi Kasus Pemerintahan dan Politik Lokal.

II. 
KEUANGAN DAERAH

1. Akuntansi Pemerintahan 1.

2. Akuntansi Pemerintahan 2.

3. Hukum Perpajakan.

4. Pajak Daerah dan Retribusi 1.

5. Penyusunan dan Pelaporan APBD.

6. Perekonomian Internasional.

7. Perekonomian Regional.

8. Studi Kasus Keuangan Daerah.

III. 
MANAGEMEN SUMBER DAYA APARATUR
1. Analisis Kebutuhan Aparatur.

2. Manajemen Aparatur.

3. Perbandingan Sistem Kepegawaian.

4. Budaya Kerja.

5. Kesejahteraan Pegawai dan Purna Bhakti.

6. Hukum Ketenagakerjaan.

7. Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (PTUN).

8. Studi Kasus Sumber Daya Aparatur.

IV. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

1. Perencanaan Daerah/Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Teori-teori Pembangunan Daerah.

3. Perencanaan Kota dan Wilayah.

4. Pajak dan Retribusi Daerah.

5. Pemberdayaan Masyarakat.

6. Hukum Adat dan Tradisi-Tradisi Lokal.

7. Hak Asasi Manusia.

8. Studi Kasus Pembangunan dan Pemberdayaan.

V.
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Pengantar Ilmu Kependudukan.

2. Demografi Pemerintahan.

3. Pembuatan Akta-Akta bidang Kependudukan.

4. Administrasi Kependudukan.

5. Hukum Perkawinan dan Pencatatan Sipil.

6. Pelayanan Bidang Kependudukan.

7. Sistem Informasi Kependudukan.

8. Studi Kasus Kependudukan dan Catatan Sipil.
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR
:

TANGGAL
:

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN 

DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

SEMESTER 1

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Agama
----
	2
	

	2.
	
	Kewarganegaraan
	2
	

	3.
	
	Bahasa Indonesia
	3
	

	4.
	
	Bahasa Inggris I
	3
	 pl

	5.
	
	Berpikir Serba Sistem
	3
	 pI + ps

	6.
	
	Aplikasi Komputer Dasar
	3
	 pl

	7.
	
	Keprotokolan dan Pelayanan Prima
	3
	ps

	8.
	
	Administrasi Perkantoran I:

•
Administrasi Keuangan

•
Administrasi Kepegawaian

•
Administrasi Perlengkapan

•
Anggaran Satuan Kerja.
	3
	 pl

	JUMLAH
	22

1
	


SEMESTER 2

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Bahasa Inggris II
	3
	pI

	2.
	
	Administrasi Perkantoran II:

•
Rapat, Diskusi, Pidato

•
Tata Naskah Dinas

•
Kearsipan

•
Teknik Penyusunan Perundang‑

undangan
	3
	pI

	3.
	
	Sejarah Pemerintahan Lokal Indonesia Klasik.
	3
	

	4.
	
	Sistem Pemerintahan dan SANKRI.
	
	

	
	
	
	
	PI

	5.
	
	E-Government Dasar.
	3
	PI

	6.
	
	Sejarah Desentralisasi Indonesia  Modern
	3
	

	7.
	
	Hukum Tata Negara
	
	_

	8.
	
	Hukum Tata Pemerintahan Indonesia
	2
	

	
	
	JUMLAH
	22
	

	
	
	
	
	


SEMESTER 3

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Perilaku Kepemimpinan/ Kepemimpinan Pemerintahan.
	3
	ps

	2.
	
	Sistem Sosial Budaya Indonesia
	3
	

	3.
	
	Teori Organisasi dan Birokrasi
	3
	

	4.
	
	Ilmu Negara dan Ilmu Pemerintahan
	3
	

	5.
	
	Sistem Ekonomi Indonesia
	
	

	6.
	
	Tata Hukum Indonesia
	3
	

	7.
	
	Sistem Politik Indonesia
	3
	

	JUMLAH
	21


SEMESTER 4

	NO.
	KODE
	NAMA MATAKULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Metode Statistik dan Penelitian

Pemerintahan.
	3
	 pI

	2.
	
	Keuangan Negara Dasar.
	3
	 pI

	3.
	
	Mata Kuliah Jurusan.
	3
	

	4.
	
	Mata Kuliah Jurusan.
	3
	 Pl

	5.
	
	Kepemimpinan Indonesia: Formal dan Informal.
	3
	 ps

	6.
	
	Sistem Pemerintahan Desa
	3
	 pI

	7.
	
	Ilmu Negara & Ilmu Pemerintahan
	3
	

	JUMLAH
	21
	


SEMESTER 5

	NO.
	KODE
	NAMA MATAKULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	System Dynamics
	3
	 pI

	2.
	
	Keuangan Daerah Dasar
	3
	 pI

	3.
	
	Mata Kuliah Jurusan
	3
	

	4.
	
	Mata Kuliah Jurusan
	3
	

	5.
	
	Administrasi Kepegawaian
	3
	

	6.
	
	Perbandingan Sistem Pemerintahan
	3
	 pI

	7.
	
	Teori Pembangunan
	3
	

	JUMLAH
	21
	


SEMESTER 6

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Pemodelan Dasar
	3
	pI

	2.
	
	Mata Kuliah Jurusan
	3
	

	3.
	
	Mata Kuliah Jurusan
	3
	

	4.
	
	Ekonomi Kerakyatan
	3
	

	5.
	
	  Perbandingan Kepemimpinan

Internasional
	3
	ps

	6.
	
	Daya Saing dan Potensi Daerah
	3
	pI

	JUMLAH
	18
	


SEMESTER 7

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Manajemen Organisasi Pembelajaran
	3
	ps

	2.
	
	Manajemen Lingkungan Hidup
	3
	

	3.
	
	Pertanahan di Indonesia
	3
	

	4.
	
	Mata Kuliah Jurusan
	3
	

	JUMLAH
	12
	


SEMESTER 8

	NO.
	KODE
	NAMA MATA KULIAH
	SKS
	KETERANGAN

	1.
	
	Kependudukan di Indonesia
	3
	

	2.
	
	Tugas Akhir
	4
	

	JUMLAH
	7
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